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MOTO 

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan 

Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi 

Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu 

loncatan yang paling baik menuju kesuksesan. 

(kata bijak Dale Carnige) 
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RINGKASAN 
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Pernikahan antar agama di Indonesia menjadi masalah karena tidak ada regulasi 

yang ketat mengaturnya, sehingga dapat menimbulkan permasalahan terkait 

validitas perkawinan. pernikahan antar agama tetap terjadi di Indonesia. Beberapa 

agama di Indonesia tidak mengizinkan perkawinan antar agama, kecuali dengan 

persyaratan khusus. Pernikahan yang tidak sah di hadapan hukum negara dapat 

mengakibatkan masalah legalitas dan status anak yang dilahirkan dari pernikahan 

tersebut. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara tegas 

mengenai perkawinan beda agama, menyebabkan kekaburan hukum dan 

ketidakpastian. Penelitian ini membahas status hukum anak yang dilahirkan dari 

perkawinan beda agama, fokus pada perbedaan hak anak dari perkawinan orang tua 

yang sah dengan orang tua yang memiliki perbedaan agama. Penelitian 

menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia dan juga hukum islam.  

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan sumber 

data sekunder dari studi pustaka mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum 

terkait dengan masalah yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan adalah 

Yuridis Normatif, yang mengakomodir hubungan dan perlindungan hukum anak 

yang lahir dari perkawinan beda agama berdasarkan Hukum Positif dan Hukum 

Islam.  

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan 

sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, terdapat pandangan 

dari beberapa ahli hukum yang menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum 

terkait perkawinan campuran beda agama karena UU Perkawinan tidak 

mengaturnya. Tujuan dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

adalah untuk menghindari konflik hukum antar hukum adat, hukum agama, dan 

hukum antar golongan. Dalam mengatasi masalah pengaturan perkawinan di 

Indonesia, undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada agama, yang 

memainkan peran penting dalam perkawinan beda agama.  

Sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum 

melindungi hak anak dalam konteks perkawinan beda agama, termasuk hak anak 

untuk identitas, pendidikan agama, dan perawatan yang layak. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui ketentuan status hukum dan hak keperdataan anak yang 

dilahirkan dari perkawinan beda agama, baik menurut Kitab Undang–Undang 

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) maupun menurut Hukum Islam. 

Konsekuensinya, status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut 

juga terpengaruh. Anak tersebut dianggap tidak sah karena perkawinan orang tua 
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tidak sah menurut hukum agama dan perkawinan. Meskipun demikian, anak tetap 

harus dicatatkan pada catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Penelitian 

muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami perlindungan hukum 

terhadap hak anak dalam konteks perkawinan beda agama.  

Dari perkawinan beda agama, yang menegaskan bahwa perkawinan semacam itu 

dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. Dampak dari ketidaksah an ini juga mencakup status dan kedudukan 

anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tersebut dianggap memiliki 

hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika diakui secara 

resmi (sesuai Pasal 862-866 KUH-Perdata). Meskipun demikian, anak luar kawin 

memiliki hak atas nafkah alimentasi. Namun dalam perspektif Hukum Waris Islam, 

anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris dengan agama berbeda 

dari pewaris tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris jika tidak seagama 

dengan pewaris yang beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam tidak 

memberikan hak untuk saling mewarisi antara individu yang berbeda agama, 

khususnya antara muslim dan non-muslim, terdapat ketentuan yang mengizinkan 

pemberian harta antar individu berbeda agama dalam bentuk hibah, wasiat, dan 

hadiah. 
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ABSTRAK 

Anak yang dilahirkan dari perkawinan sah disebut sebagai anak sah sesuai dengan 

undang-undang. Namun lain halnya dengan kasus anak dengan status pernikahan 

orang tua yang berbeda agama atau keyakinan. Pernikahan antar agama di 

Indonesia menjadi masalah karena tidak ada regulasi yang ketat mengaturnya, 

sehingga dapat menimbulkan permasalahan terkait validitas. Penelitian ini fokus 

pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Akibat hukum dari 

perkawinan beda agama adalah tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan. 

Konsekuensinya, status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut 

juga terpengaruh. Anak dianggap tidak sah karena perkawinan orang tua tidak 

diakui sah menurut hukum agama dan perkawinan. Meskipun demikian, anak tetap 

harus dicatatkan dalam catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.  

Perlindungan hukum terhadap hak anak dalam konteks perkawinan beda agama. 

Anak tersebut dianggap memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga 

ibunya, kecuali jika diakui secara resmi. Anak luar kawin juga berhak atas nafkah 

alimentasi. Namun, dalam perspektif Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari 

perkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris jika 

tidak seagama dengan pewaris yang beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam 

tidak memberikan hak untuk saling mewarisi antara individu yang berbeda agama, 

terdapat ketentuan yang mengizinkan pemberian harta antar individu berbeda 

agama dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. 

 

Kata kunci (keyword) : perkawinan, beda agama, anak, status 
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Undang-Undang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3019). 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5606). 

Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3050). 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil. 

Surat Edaran Mahkamah Agung 
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Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk 

Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan 

Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. 
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DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU- VIII/2010 Tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang 

Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.
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